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: 614/DJU/KP3.4.4/111/2024 Jakarta, 25 Maret 2024
: Penambahan Kategori Penilaian Kinerja

Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum

Tahun 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
262/DJU/KP3.4.4/11/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Hal Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja
Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan penambahan

kategori dengan nama penilaian “Keterbukaan Informasi Publik”. Unsur yang akan dinilai

antara lain :

1.

2
3.
4

Sudah ditetapkan struktur pelaksanaan pelayanan informasi oleh Ketua Pengadilan

. Maklumat Informasi Publik telah ditetapkan dan dipublikasikan

Daftar Informasi Publik telah ditetapkan

. Website telah memenuhi standar sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Badilum

Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Umum
Akun Sosial Media Pengadilan menampilkan informasi secara berkala

6. Telah melaksanakan sosialisasi pemberian layanan informasi secara berkala pada

eksternal dan internal
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian informasi

minimal satu kali dalam satu tahun

Pengadilan Tinggi secara otomatis diikutsertakan dalam penilaian tersebut, dan setiap

Pengadilan Tinggi agar mengajukan usulan satuan kerja di bawahnya untuk penilaian

tersebut melalui link https://bit.ly/kip _badilum 2024 selambat - lambatnya tanggal 2 April

2024 dengan total usulan sebagaimana tabel berikut :

R Balai
!" ) | Sertifikasi
Elektronik

o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
e UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”


mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id
https://bit.ly/kip_badilum_2024

Kelas Pengadilan
No Pengadilan Tinggi I A I B Total
I A Usulan
Khusus dan Il
1. | Pengadilan Tinggi Banda Aceh 1 2 3
2. | Pengadilan Tinggi Medan 1 1 2 4
3. | Pengadilan Tinggi Padang - 1 2 3
4. | Pengadilan Tinggi Riau - 1 2 3
5. | Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau - 1 1 2
6. | Pengadilan Tinggi Jambi 1 1 2
/. | Pengadilan Tinggi Palembang 1 1 1 3
8. | Pengadilan Tinggi Bengkulu - 1 1 2
9. | Pengadilan Tinggi Tanjung Karang - 1 1 2
10. | Pengadilan Tinggi Bangka Belitung - 1 1 2
11. | Pengadilan Tinggi Jakarta 3 - - 3
12. | Pengadilan Tinggi Bandung 1 2 2 5
13. | Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 1 2 3 6
14. | Pengadilan Tinggi Yogyakarta - 1 1 2
15. | Pengadilan Tinggi Surabaya 1 2 3 6
16. | Pengadilan Tinggi Banten 1 1 1 3
17. | Pengadilan Tinggi Denpasar - 1 2 3
18. | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara - 1 1 2
Barat

19. | Pengadilan Tinggi Kupang - 1 2 3
20. | Pengadilan Tinggi Pontianak - 1 1 2
21. | Pengadilan Tinggi Palangkaraya - 1 1 2
22. | Pengadilan Tinggi Banjarmasin - 1 1 2
23. | Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur - 1 1 2
24. | Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara - - 1 1
25. | Pengadilan Tinggi Manado - 1 1 2
26. | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 1 1 2
27. | Pengadilan Tinggi Makassar 1 1 2 4
28. | Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat - 1 1 2
29. | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara - 1 1 2
30. | Pengadilan Tinggi Gorontalo - 1 1 2
31. | Pengadilan Tinggi Ambon - 1 1 2
32. | Pengadilan Tinggi Maluku Utara - 1 1 2
33. | Pengadilan Tinggi Jayapura - 1 1 2
34. | Pengadilan Tinggi Papua Barat - - 1 1

Jumlah 10 34 45 89

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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